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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI URGENSI PENGESAHAN RUU 

PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA TERHADAP 

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA 

A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana 

dikenal dengan istilah Strafbaarfeit. Tindak pidana ini merupakan istilah 

yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai 

istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu 

pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 

abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum 

pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah 

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang 

dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (Trisna & Mubarak, 

2017, p. 29) 

Delik dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, yang terdiri atas 3 

(tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu 

: (Chaerudin, 2009, p. 16) 

a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;  

b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh; dan 

c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
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Jadi istilah Strafbaarfeit yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau 

perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing 

disebut dengan delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman. (Ilyas, 2012, p. 55) 

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana 

yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut. (Chazawi, 2010, p. 73) 

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana 

yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan 

dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi 

pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya 

sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada 

orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian 

tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum 

yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku 

perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara 

larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian 

dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret. 

(Budiman, 2020, p. 16)  
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R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang 

menyatakan bahwa peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau 

rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang 

atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana 

diadakan tindak penghukuman. (Adami Chazawi, 2015, p. 92)  

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ 

anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya 

menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai 

syarat-syarat yaitu : (Adami Chazawi, 2015, p. 10) 

a. Harus ada suatu perbuatan manusia;  

b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan 

hukum;  

c. Harus terbukti adanya dosa pada orang berbuat, yaitu orangnya harus 

dapat dipertanggungjawabkan;  

d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;  

e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam 

undang-undang. 

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang 

dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, 

seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut 

dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ 

peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 
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Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini 

merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di 

langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, 

karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari 

unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur 

tindak pidana yaitu : (Lamintang, 1997, p. 162) 

a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 

pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan 

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam 

hatinya; 

b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana 

tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku. 

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang 

mempunyai pandangan dualistis yaitu : (Lamintang, 1997, p. 62) 

a. Vos  

Menurut Vos “strafbaarfeit” unsur-unsur tindak pidana yaitu :  

1) Kelakuan manusia; dan 

2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.  
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b. Pompe  

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu :  

1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum; dan 

2) Dilakukan dengan kesalahan. 

c. Moeljatno  

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu :  

1) Perbuatan yang dilakukan manusia;  

2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); 

dan 

3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil). 

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap 

seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu 

sebagai berikut : (Soedarto, 1990, p. 47) 

a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;  

b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);  

c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;  

d. Orang yang tidak bertanggungjawab; dan 

e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).  

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat 

dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP 

atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak 

pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan 
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dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap 

tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain. 

3. Konsep Tentang Pelaku Tindak Pidana 

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang 

bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu 

tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah 

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, 

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, 

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana 

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak 

ketiga. (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1994, p. 61) 

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang 

dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan 

kedalam beberapa macam antara lain yaitu :  (Budiman, 2021, p. 31) 

a. Orang yang melakukan (dader plagen)  

Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala 

maksud suatu tindak pidana.  

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)  

Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling 

sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang 

menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan 

tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya 

merupakan alat saja.  



 

 

28 

c. Orang yang turut melakukan (mede plagen)  

Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. 

Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang 

melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede 

plagen).  

d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan 

kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan 

sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang 

dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, 

sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya 

upah/ uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan 

lain-lain sebagainya.  

Disini penulis menyimpulkan bahwasannya tindak pidana yang 

dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni 

pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat 

dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan 

sanksi hukum atau pemindanaan. Sanksi tersebut yaitu untuk memberikan 

efek jera kepada si pembuat agar tidak melakukan hal kejahatan itu lagi. 

B. Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, korupsi (dari bahasa 

Latin: corruption = penyuap; corruptore = merusak) merupakan gejala 

dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya 
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dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. 

(Supriadi, 2017, p. 26) 

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara 

atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan 

pribadi atau orang lain. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah 

laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan 

orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-

batas hukum atas tingkah laku tersebut. (Sudarsono, 2009, p. 52) 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan 

merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan 

kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan 

keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, 

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor 

ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam 

kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. (Arsyad, 2017, p. 104) 

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk 

memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan 

yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Korupsi merupakan 

penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, 

orupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang 

lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa 

diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak 

menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. 
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Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini. (Listianingsih, 2016, p. 

160) 

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas 

resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang 

menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau 

melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.  

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya setiap orang 

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negaraatau perekonomian negara, dipidana penjara dengan 

penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri 

dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian 

negara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap 

hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi 

pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), 

melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). 

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama 
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yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan 

yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut : 

(Simorangkir, 2010, p. 87) 

a. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan 

(delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah 

orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari 

perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-

kepentingan lain; 

b. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-

pejabat yang melakukannya; 

c. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau 

kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan 

dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan 

umum; 

d. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk 

merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan 

korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan 

bertentangan dengan hukum; 

e. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. 

Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan 

kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat 

diberkan dari mal-administrasi atau salah urus. 
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Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk 

melinddungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada 

habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi 

kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa 

malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini. 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 

Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi di dalam buku KPK, tindak 

pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut :  (Korupsi, 2006, p. 19) 

a. Perbuatan yang Merugikan Negara Perbuatan yang merugikan negara, 

dapat dibagi lagi menjadi kedalam dua bagian yaitu:  

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan 

negara 

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (UU PTPK):  

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang 

paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 
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(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah); 

b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati 

dapat dijatuhkan. 

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan 

merugikan negara 

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan 

penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya 

terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau 

sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis 

ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai 

berikut : 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, di pidana dengan pidan penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”  
 

3) Suap-Menyuap  

Suap–menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau 

menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat 
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pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai 

negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang 

memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. 

Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:  

a) Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

b) Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

c) Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

d) Pasal 13 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

e) Pasal 12 huruf a Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
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f) Pasal 12 huruf b Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

g) Pasal 11 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

h) Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

i) Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

j) Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

k) Pasal 12 huruf c Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

l) Pasal 12 huruf d Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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C. Perampasan Aset 

1. Pengertian Perampasan Aset 

Perampasan aset atau asset forfeiture adalah pengambilan paksa aset 

atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang 

erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode asset forfeiture yang 

berkembang di negara common law, khususnya Amerika Serikat, yakni 

criminal forfeiture, admnistrative forfeiture, dan civil forfeiture. (Anonim, 

2018, p. 1) 

Criminal forfeiture adalah perampasan aset yang dilakukan melalui 

peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan 

pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. 

Sedangkan administrative forfeiture adalah mekanisme perampasan aset 

yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa 

melibatkan lembaga yudisial. Sementara Civil forfeiture adalah 

perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap 

pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses 

peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai. (Anonim, 2017, p. 1) 

Civil forfeiture, jika dibandingkan dengan criminal forfeiture, tidak 

memerlukan banyak persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk 

diterapkan dan menguntungkan bagi negara. 

2. Landasan Perampasan Aset 

Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh 

tindak pidana korupsi, maka diperlukan suatu upaya-upaya yang luar biasa 
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dalam hal penanggulangan serta pemberantasannya. Salah satu upaya yang 

dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat praktik korupsi 

adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana 

korupsi. Untuk itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa 

upaya untuk melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan yang 

terjadi sebagai akibat dari praktik korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah 

pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention 

Against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang 

kemudian disebut UNCAC, dan membuat Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In 

Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam 

Masalah Pidana) yang kemudian disebut UU MLA, di mana salah satu 

prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbal-balik). (Wahyudi Hafiludin 

Sadeli, 2010a, p. 184) 

Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi 

dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan 

aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, 

yaitu: pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti 

kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang 

dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 

huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menstransfer, 
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mengkonversi, mendisposisi atau memidahkan kekayaan atau untuk 

sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan 

memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan 

atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. Ketiga, penyitaan aset 

sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan 

kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas 

lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset 

kepada negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur 

bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui 

pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang 

dilandaskan kepada sistem negatiation plea” atau plea bargaining system”, 

dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses 

penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 

UNCAC). (Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010a, p. 185) 

Tentunya keberadaan instrumen internasional ini sangat penting, 

sebagai bukti adanya kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan 

dan peradilan pidana. Ratifikasi atas instrumen internasional tersebut 

sangat penting mengingat semakin dirasakan keprihatinan di Indonesia 

maupun pada negara-negara didunia terhadap semakin meningkatnya dan 

semakin berkembangnya kejahatan baik secara kuantitas maupun 

kualitasnya. Perkembangan kejahatan saat ini bahkan telah bersifat 

transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukan adanya 

kerjasama kejahatan yang bersifat baik secara regional maupun 
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internasional. Hal ini nampaknya merupakan hasil sampingan dari 

berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern. 

(Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010a, p. 187) 

Berdasarkan titik tolak UNCAC sebagai sebuah intrumen 

internasional dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi 

yang semakin hari semakin bersifat multidimensi dan kompleksitas yang 

semakin rumit. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan pada 

Pasal 54(1)(c) UNCAC, yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk 

mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui 

pemidanaan. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi 

hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan 

mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC 

mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua 

yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-

perbedaan antar sistem. Tentunya berdasarkan keberlakukannya dalam 

ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam 

konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini 

melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman 

(guidelines), standar-standar maupun model treaties, yang mencakup 

substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang 
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diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. (Wahyudi Hafiludin 

Sadeli, 2010a, p. 187) 

Secara metodologi literature pedoman ini memberikan pendekatan 

dalam bentuk 36 (tiga puluh enam) konsep utama (Key Concept), yang 

merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan 

dan penelitian pada bidangnya masing-masing. Kunci-kunci konsep (Keys 

Concept) ini lah yang akan menjadi dasar acuan dan petunjuk bagi negara-

negara yang telah melakukan rativikasi terhadap hasil konvensi UNCAC 

dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan 

pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. (Wahyudi Hafiludin 

Sadeli, 2010a, p. 187) 

Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) 

section tittle sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, 

yaitu : (Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010a, p. 188) 

a. Prime Imperatives (Acuan Utama) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; 

Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture 

(Mendefinisikan Aktiva dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan 

Aset tanpa putusan Pidana) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep;  

b. Measures for Investigation and Preservation of Assets (Langkah-

langkah untuk Penyelidikan dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 3 (tiga) 

kunci konsep; Procedural and Evidentiary Concepts (Konsep 

Prosedural dan Pembuktian) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep;  
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c. Parties to Proceedings and Notice Requirements (Para Pihak yang 

Dapat Turut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Persyaratan) terdiri 

dari 5 (lima) kunci konsep;  

d. Judgment Proceedings (Prosedur Putusan) terdiri dari 4 (empat) kunci 

konsep;  

e. Organizational Considerations and Asset Management (Beberapa 

Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 4 

(empat) kunci konsep; International Cooperation and Asset Recovery 

(Kerjasama internasional dan Pemulihan Aset) terdiri dari 6 (enam) 

kunci konsep.  

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini, menurut Theodore 

S. Greenberg, terdapat beberapa perjanjian multilateral yang telah 

dilakukan yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan sepakat antara 

negara dengan negara lainnya dalam hal perampasan (forfeiture), 

pembagian aset (asset sharing), bantuan hukum (legal assistance), dan 

kompensasi korban (compensation of victims). Di samping itu terdapat 

pula beberapa konvensi PBB dan perjanjian multilateral yang mengandung 

ketentuan yang mengatur tentang perampasan, antara lain : 

a. United Nations Convention against the Illicit Trafficin Narcotic Drugs 

and Psychotropic Substances (Vienna Convention), 1988; 

b. United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(UNTOC), 2000; 

c. United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003; 
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d. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and 

Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of 

Terrorism, 2005; 

e. Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and 

Confiscation of the Proceeds from Crime, 1990; 

f. Internasional Organisation for Economic Co-operation and 

Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public 

Officials in International Business Transactions, 1997. 

Dari beberapa ketentuan di atas, UNCAC merupakan peraturan yang 

hanya memiliki ketentuan yang mengatur tentang perampasan in rem 

secara khusus, dan memberikan dasar hukum sebagai acuan untuk negara 

melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan 

maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal upaya pengembalian aset. 

Ketentuan tersebut dituangkan pada Article 54 (1) (c) of UNCAC:  

(Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010b, p. 189) 

“Consider taking such measures as may be necessary to allow 
confiscation of such property without a criminal conviction in 
cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of 
death, flight or absence or in other appropriate cases.” 
 

Pasal 54 angka 1 huruf (c) UNCAC ini merupakan pasal yang 

memberikan dasar hukum dalam hal penggunaan tindakan perampasan 

secara in rem pada tiap negara-negara yang melakukan kerjasama 

internasional dalam hal upaya melakukan pengembalian aset. 
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Secara prinsip internasional sebagaimana yang diterangkan di dalam 

guideline STAR tersebut terhadap tindakan perampasan dikenal dengan 2 

(dua) jenis perampasan: perampasan in rem dan perampasan pidana. 

Mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil 

dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal. 

Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya 

tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan 

mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi 

kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, merupakan upaya 

efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan 

perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan 

digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai 

upaya pencegahan (preventif). 

Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan in rem merupakan 

upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan 

yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya 

pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan 

perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut 

perampasan in rem dapat dilakukan, yaitu dalam hal :  

a. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana 

tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam 

pengejaran; 
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b. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum 

dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan 

pidana yang berlangsung; 

c. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (Immune); 

d. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga 

pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya; 

e. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya 

diketahui/ditemukan; 

f. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan 

secara hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku 

atau terkait dengan kejahatan utamanya; dan 

g. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan 

pidana. 

Pada beberapa perkara, perampasan in rem dapat dilakukan 

dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan in rem yang merupakan 

tindakan yang ditujukan kepada obyek benda, bukan terhadap 

persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan 

yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan. Dengan perampasan yang 

ditujukan kepada aset itu sendiri maka tidak adanya subyek pelaku 

kejahatan yang dilihat pada hal ini membuat kedudukan pihak-pihak yang 

terkait dengan aset tersebut atau bahkan pemilik aset tersebut 

berkedudukan sebagai pihak ketiga. Karenanya dalam hal ini sebagai 

pihak pertama adalah negara melalui aparaturnya, pihak kedua adalah aset 
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tersebut dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset 

tersebut. Dalam beberapa perkara, perampasan in rem memungkinkan 

untuk dapat dilakukan karena itu adalah tindakan in rem terhadap properti, 

bukan orang, dan pembuktian pidana tidak diperlukan, ataupun keduanya. 

Perampasan aset in rem juga dapat berguna dalam situasi seperti berikut : 

a. Pelanggar telah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar 

sebagai akibat dari kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal 

untuk memenuhi beban pembuktian. Hal ini berlaku dalam yurisdiksi 

di mana perampasan aset in rem diterapkan pada bukti standar yang 

lebih rendah dari pada standar pembuktian yang ditentukan dalam 

pidana. Meskipun mungkin ada cukup bukti untuk tuduhan pidana 

tidak bisa diragukan lagi, tetapi pelanggar memiliki cukup bukti untuk 

menunjukkan aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan 

didasarkan asas pembuktian terbalik; dan 

b. Perampasan yang tidak dapat di sanggah. Dalam yurisdiksi di mana 

perampasan aset secara in rem dilakukan sebagai acara (hukum) 

perdata, standar prosedur penilaian digunakan untuk penyitaan aset, 

sehingga dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya. 

Perampasan aset in rem sangat efektif dalam pemulihan kerugian 

yang timbul dan pengembalian dana hasil kejahatan baik kepada Negara 

ataupun kepada pihak yang berhak. Sementara perampasan aset in rem 

seharusnya tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana, dalam 

banyak kasus (terutama dalam konteks korupsi), perampasan aset in rem 
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mungkin satu-satunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil 

kejahatan yang tepat dan adanya jaminan keadilan. Pengaruh pejabat 

korup dan realitas praktis lainnya dapat mencegah penyelidikan pidana 

sepenuhnya, atau sampai setelah resmi telah dinyatakan meninggal atau 

melarikan diri. Hal ini tidak biasa bagi pejabat yang korup yang merampas 

suatu kekayaan negara yang juga berusaha untuk mendapatkan kekebalan 

dari tuntutan. Karena sebuah konsep perampasan aset in rem tidak 

tergantung pada tuntutan pidana, itu dapat dilanjutkan tanpa kematian, 

atau kekebalan yang mungkin dapat dimiliki oleh pejabat yang melakukan 

tindak pidana korupsi. 

D. Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam 

persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi 

putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan 

suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. 

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim 

itu merupakan: (Mulyadi, 2010, p. 65) 

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada 
umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau 
pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk 
tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.” 

 
Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan 

hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum 
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dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara 

hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah 

yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti 

dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan 

pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam Undang-undang ini. (Maman Budiman, 2022, p. 1048) 

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang 

dilakukan oleh hakim. Sebuah putusan hakim harus didasarkan pada 

hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. 

Dengan demikian, putusan hakim harus adil dan didasarkan pada prinsip-

prinsip hukum yang berlaku dalam suatu negara. 

Dalam proses peradilan, putusan hakim dapat berupa pemidanaan 

atau pembebasan terdakwa. Hal ini tergantung pada bukti-bukti yang 

disampaikan dalam persidangan dan pada pertimbangan hakim terhadap 

fakta-fakta tersebut. Putusan hakim haruslah objektif dan tidak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar hukum. 

Putusan hakim merupakan produk dari pemikiran dan pertimbangan 

yang matang dari hakim yang mengadili perkara tersebut. Hakim harus 

mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan 

menerapkan hukum yang berlaku dengan adil dan bijaksana. Dengan 
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demikian, putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang sah dan 

mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. 

Pentingnya putusan hakim adalah untuk menegakkan keadilan dan 

kepastian hukum dalam masyarakat. Putusan hakim memiliki peranan 

yang sangat penting dalam menjamin keadilan bagi setiap individu dan 

menegakkan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, putusan hakim 

harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak agar tercipta kedamaian dan 

ketertiban dalam masyarakat. 

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan 

bahwa:  

a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan 

dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu 

dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; 

b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim 

yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang; 

c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan 

berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh 

ketua dan panitera. 
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2. Macam-Macam Putusan Hakim 

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan 

sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri 

perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :  

a. Putusan Akhir  

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di 

persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun 

yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan 

yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, 

tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :  

1) putusan gugur; 

2) putusan verstek yang tidak diajukan verzet; 

3) putusan tidak menerima; 

4) putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang 

memeriksa. 

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang 

undang menentukan lain. 

b. Putusan Sela  

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam 

proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar 

jalannya pemeriksaan putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, 

tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya 

pemeriksaan.Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak 
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dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara 

persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang 

terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan 

panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan 

akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula 

pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan 

hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela 

tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan 

akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang 

sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.  

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga 

macam putusan yaitu:  

a. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP  

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan 

kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan 

terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan 

tidak terbukti sacara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam 

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan  adalah tidak cukup terbukti 

menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan 

alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan 

tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah 
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putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas 

pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari 

pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan 

kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa 

yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi 

memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, 

sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup 

membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.  

b. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum  

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang 

setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 

itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP) 

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 

ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat 

bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi 

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di 

putus lepas dari segala tuntutan. 

c. Putusan yang mengandung pemidanaan  

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada 

terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
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meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang 

didakwakan itu (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah 

Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:  

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
maka pengadilan menjatuhkan pidana.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


